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PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Nnk

~-*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Surianti alias Suriyanti binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Liyang
Bunyu, 25 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan
pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan
Ahmad Yani, RT. 07, Kelurahan Nunukan Tengah,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai
Penggugat;

Melawan

Aprisal bin Satu, tempat dan tanggal lahir Tosewo, 05 Oktober 1974, agama
Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT. 07, Kelurahan
Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2
Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.NnkK,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at
Islam pada tanggal 04 Desember 2004, berdasarkan Duplikat Akta Nikah
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Nomor: KK.16.04.1/PW.01/105/2012, tanggal 17 Februari 2012, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan RA. Kartini, RT.
07 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, hingga sekarang.
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama:
Abd. Azzam Haqqi bin Aprisal;
4, Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2006 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:

a. Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;

b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan
Desember 2006. disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat
memilih untuk berpisah tempat tidur (pisah ranjang);
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi,
dikerenakan setiap berkomunikasi Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar, meskipun masih serumah namun tidak kumpul layaknya suami
isteri ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi
yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas
Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan,
oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh
Penggugat;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Nunukan cg. Majelis Hakim agar memeriksa dan
mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Aprisal bin Satu) terhadap
Penggugat (Surianti alias Suriyanti binti Abdullah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;;
Subsider:
Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat seperlunya di
persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk

mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang
pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di

lingkungan Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya,
maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan
pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu

mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang

berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya

2. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Nnk dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 8 Sya’ban 1442 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy. sebagai
Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.l. dan Feriyanto, S.H.l. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Zuhriah, S.H.l. Feriyanto, S.H.l

Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P. :Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T. :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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